
 

 

 
 

 

BUPATI BULUKUMBA 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 
NOMOR 25 TAHUN 2025 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BULUKUMBA, 
 

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2025 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam 

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);    
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemrintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman 
yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6516); 

  3. 
 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 



 

 

  4. 

 
 

 

 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentnag 

Cipta Karja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

  5. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten 

Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia           Nomor 6322; 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 
  11. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);  

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana 

telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

 



 

 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 

2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 

Nomor 6); 
 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 

2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulukumba Tahun 2024 Nomor 9); 

  
17. 

 

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2022 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 42); 
 
 

    MEMUTUSKAN: 
 

 Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 
 

Pasal 1 
 

 Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri dari: 

  1.   Pendapatan Daerah 

               a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)        Rp    213.347.469.083,43 

                     b. Pendapatan Transfer                 Rp 1.380.929.865.410,98 
                     c. Lain-lain Pendapatan Daerah         Rp           561.875.732,00 

                                               yang sah 

                        Jumlah Pendapatan         Rp 1.594.839.210.226,41 
                

                  2.  Belanja Daerah 
                     a. Belanja Operasi 

                      1)  Belanja Pegawai         Rp    687.796.250.859,80 

                      2)  Belanja Barang dan Jasa         Rp    364.404.850.260,50 
                      3)  Belanja Bunga          Rp                            0,00 

                      4)  Belanja Hibah          Rp      41.276.846.622,00 

                      5)  Belanja  Bantuan Sosial        Rp           712.324.162,00 
                  Jumlah Belanja Operasi        Rp 1.094.190.271.904,30 
 

                   b.  Belanja Modal 

                       1) Belanja Modal Tanah        Rp        2.266.737.200,00 

                       2) Belanja Modal Peralatan           Rp      46.443.065.309,16 

                                                    dan mesin 

                          3) Belanja Modal Gedung dan         Rp    158.839.710.459,84 

                                                    Bangunan 
                      4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, Rp    135.200.856.525,00 

                      dan Irigasi 

                      5) Belanja Modal Aset Tetap          Rp        2.755.125.400,00 
                                                    Lainnya 

                      6) Belanja Modal Aset Lainnya      Rp             64.000.000,00 

                       Jumlah Belanja Modal        Rp    345.569.494.894,00 
 

                     c.  Belanja Tidak Terduga 
                      Belanja Tidak Terduga                 Rp           288.012.631,00 

                      Jumlah Belanja Tidak Terduga      Rp           288.012.631,00 

38.003.887.699,68  

8.003.887.699,68  

.003.887.699,68  



 

 

 

    d.  Belanja Transfer 
     1) Belanja Bagi Hasil    Rp        5.209.730.650,00 

     2) Belanja Bantuan Keuangan  Rp    179.385.472.900,00 

                                  Jumlah Belanja Transfer   Rp    184.595.203.550,00 
 

    Jumlah Pendapatan    Rp 1.594.839.210.226,41     

    Jumlah Belanja (a+b+c+d)     Rp 1.624.642.982.979,30 
    Defisit       Rp     (29.803.772.752,89) 
 

  3.  Pembiayaan 

    a. Penerimaan     Rp      46.556.307.554,65 

    b.  Pengeluaran     Rp                            0,00 
      Jumlah Pembiayaan Netto  Rp      46.556.307.554,65 
 

   Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 16.752.534.801,76  
  

Pasal 2 
 
 

 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati  ini. 

 

Pasal 3 
 

 Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 
 

Pasal 4 
 

 

 Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati  ini. 
 

 

Pasal 5 
 

 Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba. 
 
 

        Ditetapkan di Bulukumba 
        pada tanggal 15 Agustus 2025 
   

      BUPATI BULUKUMBA, 
 

                                                                                                         ttd 
 

      MUCHTAR ALI YUSUF 
 

 

 Diundangkan di Bulukumba 

  pada tanggal 15 Agustus 2025  
 

  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, 
 

                           ttd 
 

                      MUH. ALI SALENG 
 

            BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025 NOMOR 25 
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